SALINAN

BUPATI TOBA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

Menimbang

TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

bahwa dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan kinerja,
produktivitas kerja, peningkatan kesejahteraan pegawai dan
sebagai bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2024,
dipandang perlu untuk diberikan tambahan penghasilan
pegawai dengan penerapan asas keadilan dan proporsionalitas;
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 58 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur
Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan
daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan
berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat Dbertugas,
kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya;

bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 188.32/2287/Ortala
tanggal 9 Februari 2023 tentang Rapat Koordinasi Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin oleh
Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal
Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri oleh perwakilan pejabat
dari Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, disepakati
bahwa Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan
persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila alokasi pagu
total TPP ASN sama atau kurang dari Tahun Anggaran
sebelumnya, Pemerintah Daerah hanya melaporkan kepada
Menteri Dalam Negeri u.p. Sekretaris Jenderal;

e 1w
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a , huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten
Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3794);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor © Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6474);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman
Evaluasi Jabatan;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan
Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 1047);

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Sameosir Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba
Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Sameosir Tahun
2016 Nomor 5 )sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba
Tahun 2020 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023
Nomor 5);



19. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman
Penerapan Presensi Online Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba (Berita Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 10);

21. Peraturan Bupati Toba Nomor 69 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 69);

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020
tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN

PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TOBA TAHUN
ANGGARAN 2024.

BAB1I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o .

10.

Daerah adalah Kabupaten Toba.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.
Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Toba.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Toba.
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat
BKPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Toba.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Toba.
Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
bekerja pada instansi pemerintah.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan
penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur
Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang ASN dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi.

Pejabat Fungsional Umum yang selanjutnya disebut Pelaksana/JFU adalah
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seseorang ASN dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan
pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.

Jabatan Fungsional Tertentu yang selanjutnya disebut JFT adalah kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan
tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta
bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara
sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor
jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan
kelas jabatan.

Sistem Evaluasi berdasarkan Faktor Jabatan (Factor Evaluation System) adalah
suatu metode penilaian dilakukan secara sistematis terhadap bobot pekerjaan
yang dilaksanakan berdasarkan faktor-faktor jabatan.

Faktor Jabatan adalah komponen-komponen pekerjaan dalam suatu jabatan
yang terdiri dari level-level.

Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi
tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.

Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan
berdasarkan nilai suatu jabatan.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan
target yang akan dicapai oleh seorang pegawai.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan
organisasi sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPK adalah suatu
proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap
SKP dan perilaku kerja pegawai dalam rangka mencapai visi Pemerintah
Kabupaten Toba.

Target Kerja adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan.
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26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

33,

34.

35.

36.

(1)

(2)

(1)

Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan
pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat Kedisiplinan adalah kepatuhan terhadap kewajiban untuk hadir pada
jam kerja, mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang menjadi agenda
Kabupaten/Peringatan Hari Besar Nasional serta tidak melanggar larangan yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Indeks Prestasi Kerja adalah pengukuran yang digunakan untuk
mengklasifikasikan penilaian prestasi kerja.

Indeks Kedisiplinan yang selanjutnya disingkat ID adalah pengukuran yang
digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat kedisiplinan.

Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah rencana yang
memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapan oleh Pemerintah Daerah.

Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya
disingkat TPP ASN adalah penghasilan yang diperoleh dari penilaian SKP dan
tingkat kedisiplinan setiap bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai dengan ketentuan
serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.

Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat penilai atau pejabat lain
yang ditentukan.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah
dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah penilaian atas kesesuaian antara
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, capaian, dan evaluasi berdasarkan
kriteria yang ditetapkan.

Penjabat adalah Pegawai ASN yang diangkat dalam struktur jabatan ASN.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN dan sebagai acuan bagi setiap
Pegawai ASN dalam pengelolaan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi
Pemerintah Daerah.

Tujuan Pemberian TPP ASN adalah:

a. meningkatkan kinerja ASN:

b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan

c. meningkatkan kesejahteraan ASN,

BAB IlI
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan pegawai setiap bulan
berdasarkan:
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(5)

(6)

(1)

(2)

(3)

a. beban kerja, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja
normal;

b. kelangkaan profesi, diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;

c. pertimbangan objektif lainnya, diberikan kepada pegawai ASN sepanjang
diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan;

Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada pegawai dengan indikator

disiplin dan kinerja pegawai.

Penilaian disiplin dan kinerja pegawai adalah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dilakukan oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan secara

berjenjang

Penilaian disiplin pegawai adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran [

Peraturan Bupati ini dengan kriteria:

pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan yang sah;

pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dan ijin alasan penting;

pegawai yang meninggalkan pekerjaan sebelum waktu jam kerja berakhir;

pegawai yang terlambat masuk kerja;

pegawai yang tidak mengikuti apel dan tidak mengikuti upacara.

Pemlalan kinerja pegawai dilaksanakan dengan kriteria nilai capaian prestasi

kerja pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Perhitungan TPP ASN dilaksanakan berdasarkan penilaian disiplin dan kinerja

pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan digunakan

untuk menghitung pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

°opo o

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

Besaran TPP ASN adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.

Besaran TPP ASN yang diterima oleh Penjabat (Pj) dan Pelaksana Tugas (Plf)
pada suatu jabatan adalah sebesar TPP jabatan yang ditugaskan dengan
keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat Berwenang.

Indikator disiplin dan kinerja bagi direktur, dokter dan dokter spesialis yang
bertugas di RSUD Porsea sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Porsea dengan memperhatikan kehadiran dan beban kerja.

Indikator disiplin dan kinerja bagi Kepala Puskesmas Rawat Inap (dokter/non
dokter), dokter umum/dokter gigi puskesmas rawat inap, Kepala Puskesmas
Nonrawat Inap (dokter/non dokter), dokter umum/dokter gigi puskesmas
nonrawat inap sebagai dasar pemberian tambahan perbaikan penghasilan akan
diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.



(1)

(2)

(1)

Pasal 5

Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian
(Plh) jabatan lain diberikan TPP ASN tambahan, yang menjabat dalam jangka
waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

Ketentuan mengenai TPP ASN tambahan, yaitu:

a.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt)
atau Pelaksana Harian (Plh) jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menerima TPP ASN yang lebih tinggi dan diberikan TPP ASN Tambahan
sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang diterima.

Pejabat Administrator yang diangkat menjadi Pelaksana Tugas (PIt) atau
Pelaksana Harian (Plh) sebagai Pimpinan Tinggi Pratama hanya menerima
TPP ASN pada jabatan TPP ASN yang tertinggi.

BABV
PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan indikator
disiplin adalah sebagai berikut:

a.

Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dikenakan

pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dihitung dengan rumus:

Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan x 10% x (40% x Besaran Tambahan

Penghasilan).

Pegawai yang tidak masuk kerja karena cuti dan izin alasan penting

dikenakan potongan sebagai berikut :

1. cuti alasan penting, cuti tahunan, cuti bersalin, cuti besar, cuti sakit,
dikenakan potongan sebesar 2% (dua persen), dihitung dengan rumus:
Jumlah cuti dalam bulan berjalan x 2% x 40 % x Besaran Tambahan
Penghasilan.

2. Izin alasan penting dikenakan potongan sebesar 3 % (tiga persen),
dihitung dengan rumus:

Jumlah izin alasan penting dalam bulan berjalan x 3% x 40% x Besaran
Tambahan Penghasilan.

Pegawai yang meninggalkan pekerjaan sebelum waktu jam kerja berakhir,

dikenakan potongan sebesar:

1. Pulang sebelum waktunya 1 (satu) menit sampai dengan 30 (tiga puluh)
menit dikenakan potongan 0,5% (nol koma lima persen);

2. Pulang sebelum waktunya 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 60
(enam puluh) menit dikenakan potongan 1% (satu persen);

3. Pulang sebelum waktunya 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan
90 (sembilan puluh) menit dikenakan potongan 1,25% (satu koma dua
puluh lima persen);

4, Pulang sebelum waktunya diatas 90 (sembilan puluh) menit dikenakan
potongan 1,55% (satu koma lima puluh lima persen), dihitung dengan
rumus:

Jumlah hari meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dalam bulan berjalan
X persentase pengurangan x 40% x Besaran Tambahan Penghasilan.
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(2)

(1)

d. Pegawai yang terlambat masuk kerja dikenakan potongan, sebagai berikut :

1. Keterlambatan 1 (satu) menit sampai dengan < 31 (tiga puluh satu)
menit dikenakan potongan sebesar 0,5% (nol koma lima persen);

2. Keterlambatan 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan < 61 (enam
puluh satu) menit dikenakan potongan sebesar 1% (satu persen);

3. Keterlambatan 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan < 91
(sembilan puluh satu) menit dikenakan potongan sebesar 1,25% (satu
koma dua puluh lima persen);

4. Keterlambatan = 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan potongan
sebesar 1,5% (satu koma lima persen), dihitung dengan rumus:

Jumlah hari terlambat masuk kerja x persentase pengurangan x 40% x
Besaran Tambahan Penghasilan.
e. Pegawai yang tidak mengikuti apel dan upacara dikenakan potongan sebesar

0,5% (nol koma lima persen), dihitung dengan rumus;

Jumlah hari tidak apel dalam bulan berjalan x 0,5% x 40% x Besaran

Tambahan Penghasilan.

Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai berdasarkan indikator

kinerja adalah sebesar 60% (enam puluh persen), dihitung berdasarkan nilai

capaian sasaran kerja pegawai (SKP) setiap bulan dengan potongan sebagai

berikut :

a. Predikat kinerja pegawai dengan hasil sangat baik dan baik dikenakan
potongan sebesar 0% (nol persen);

b. Predikat kinerja pegawai dengan hasil butuh perbaikan dikenakan potongan
sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Predikat kinerja pegawai dengan hasil kurang/miss conduct dikenakan
potongan sebesar 20% (dua puluh persen);

d. Predikat kinerja pegawai dengan hasil sangat kurang dikenakan potongan
sebesar 30% (tiga puluh persen), dihitung dengan rumus:

Jumlah persentase potongan SKP x 60% x Besaran Tambahan Penghasilan.
Pengurangan besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dikenakan bagi pegawai yang melaksanakan
tugas kedinasan, yang dibuktikan dengan surat perintah tugas yang
ditandatangani oleh Kepala PD atau pejabat lain yang ditunjuk atau dengan
adanya surat undangan kedinasan.

BAB VI
PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 7

TPP ASN tidak diberikan kepada:
a. pegawal yang menjalani cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan;

b. pegawai yang menjalani cuti diluar tanggungan negara;

c. pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;

d. pegawai yang ditugaskan menjadi kepala desa/perangkat desa defenitif;

e. pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena
melakukan tindak pidana;

f. pegawai yang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi atau lembaga

lain di luar Pemerintah Kabupaten Toba;
=9 =



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

g. guru/pengawas ASN penerima tunjangan profesi guru;

h. guru/ pengawas ASN penerima tambahan penghasilan guru;

i. PPPK pengangkatan Tahun 2024.

ASN dari luar Pemerintah Kabupaten Toba yang pindah tugas ke Pemerintah
Kabupaten Toba tidak diberikan tambahan penghasilan pada tahun berkenaan
dan dapat diberikan pada tahun berikutnya sepanjang yang bersangkutan tidak
menerima tambahan penghasilan dari daerah asal yang dibuktikan dengan surat
pernyataan.

Ketentuan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk
ASN yang diangkat dalam jabatan struktural.

ASN yang tidak masuk kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah
lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) bulan, TPP ASN untuk bulan
berkenaan tidak diberikan.

Pasal 8

Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang
tercantum pada Keputusan pengangkatan sebagai CPNS.

Pembayaran TPP ASN bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat
Pernyataan Menjalankan Tugas.

Besaran TPP bagi CPNS adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari
Golongan PNS yang setara.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN TPP

Pasal 9

TPP dibayarkan setiap bulan kepada pegawai ASN pada bulan berikutnya.

(1)
(2)

(1)

TPP ASN untuk Bulan Desember dibayarkan sesuai dengan batas akhir
pengajuan Surat Permintaan Pembayaran-Langsung (SPP-LS).
TPP ASN dibayarkan melalui rekening Pegawai ASN pada bank yang ditunjuk.

Pasal 10

Untuk pembayaran TPP ASN, Perangkat Daerah atau Unit kerja:

a. menggunakan rekapitulasi presensi online yang dikeluarkan oleh BKPSDM
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;

b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian atau yang membidangi
kepegawaian di Perangkat Daerah dan unit kerja mengusulkan daftar
perhitungan tambahan penghasilan pegawai dari Perangkat Daerah dan unit
kerja yang disetujui oleh Pimpinan Perangkat Daerah masing-masing
berdasarkan rekapitulasi presensi online;

c. menyampaikan permohonan pembayaran TPP ASN kepada kepala BPKAD
dengan melampirkan rekapitulasi perhitungan TPP ASN;

d. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran/Surat Perintah Membayar atas
surat penyediaan dana yang telah diterbitkan; dan

e. memerintahkan pemindahbukuan melalui bendahara pengeluaran ke
rekening gaji masing-masing Pegawai ASN.

- 10 -



(4)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

Permohonan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

disertai Surat Pernyataan Pertangungjawaban Mutlak atas rekapitulasi hasil

penilaian disiplin kerja/ kehadiran dan nilai SKP.

Berdasarkan permohonan dan usulan pembayaran TPP ASN dari Perangkat

Daerah atau Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPKAD:

a. menerbikan surat penyediaan dana atas permintaan pembayaran TPP ASN;

b. menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Atas Surat Permintaan
Pembayaran/ Surat Perintah Membayar TPP ASN.

Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan

Surat Pertanggungjawaban Multak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 11

PD dan Pegawai ASN memiliki tugas, kewajiban, dan tanggung jawab

menyampaikan laporan:

a. Laporan keuangan, semesteran dan akhir tahun;

b. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah tahunan;

c. Laporan LHKPN;

d. Laporan Reformasi Birokrasi semesteran dan tahunan;

PD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sampai batas waktu yang sudah ditentukan sehingga berakibat langsung

maupun tidak langsung mengganggu Kinerja Pemerintah Daerah akan diberikan

sanksi.

Sanksi yang dijatuhkan kepada PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah

sanksi penundaan pembayaran TPP ASN untuk seluruh Pegawai ASN sampai

dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan dimaksud.

Untuk LHKPN penundaan pembayaran TPP ASN diberlakukan bagi Pegawai ASN

yang bersangkutan sampai dengan dipenuhinya kewajiban penyampaian laporan

dimaksud.

BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PEMBINAAN PEGAWAI

Pasal 12

Atasan langsung bertanggung jawab atas hasil penilaian yang diberikan
terhadap capaian kinerja bawahan langsung.

Atasan langsung berkewajiban untuk:

melakukan distribusi pekerjaan kepada bawahan langsung secara adil;
melakukan penilaian atas hasil kinerja bawahan langsung secara objektif;
melakukan monitoring atas pelaksanaan pekerjaan bawahan langsung; dan
memberikan pembinaan dan arahan terhadap bawahan langsung yang
capaian kinerjanya masih di bawah target capaian kinerja yang telah
ditetapkan.

Segala bentuk manipulasi data dan/atau penyalahgunaan wewenang akan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4 .
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(1)

(2)

(2)

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 13
Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2024.
TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diberikan mulai Bulan
Januari 2024 sampai dengan Bulan Desember 2024,

BAB X1
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional akan diberikan TPP yang
besarannya sama dengan TPP sebelumnya, ketika menduduki jabatan struktural.
Apabila ada nama jabatan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini
maka besaran TPP ASN tersebut disesuaikan dengan jabatan yang setara yang ada di
Perangkat Daerah tersebut.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

EPALA-
MLy
\‘_!‘.‘=l 4

“UKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
\. “BEMBINATTK.I (IV/b)

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI TOBA,

cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 28 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

Cap/dto

AUGUS SITORUS
BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai aslinya

8
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LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI TOBA

Non Sertifikasi

NOMOR 120 TAHUN 2024
TANGGAL 1 28 Maret 2024
TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPH. NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Dinas Pimpinan Tinggi
1 |Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda p &8l 10.000.000
Pratama
dan Olahraga
Dinas
2 |Sekretaris Pendidikan, Pemucl Administrasi 3.900.000
a dan Olahraga

3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000

4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000

5 |Kepala Seksi Seksi Administrasi 2.200.000

6 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000

7 _|Perencana Ahli muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000

UPTD {0z .

8 (K SLrE 2.200.

Kepala UPTD Pendidikan Administrasi 200.000
Sanggar

9 |Kepala SKB Kegiatan Administrasi 2.200.000
Belajar

10 |Kepala Sub Bagian Tata Usaha b“tgﬁg’a’l Administrasi 1.700.000

11 |Penyuluh Kepemudaan Pelaksana 1.450.000

12 |Analis Kependidikan Pelaksana 1.450.000

13 |Pengelola Peserta Didik SMP Pelaksana 1.450.000

14 I'J‘_engelo.ka. Pendidik dan Tenaga Pelalaisis 1.450.000
Kependidikan

15 [Pengelola Kurikulum Pelaksana 1.450.000

16 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelalisana 1.450.000
Gelongan il
P 1ol 3 Prz £ 1

17 uenge ola Sarana Prasarana Golongan Palabicsnz 1.250.000
Pengelola Sarana dan Prasarana -

1 Pels 3 .450.

8 Kantor Golongan 1T Pelaksana 1.430.000
1g (Pengciola Sarana dan Praserena Pelaksana 1.250.000

Kantor Golongan [1

5n | Pengelola Sarana Prasarana _

20 - 2
Pendidikan Dasar Golongan 111 Pelaksana 1.430.000

‘ Pengelola Sarana Prasarana .

21 ; B .
Pendidi Tinzar Oclopean il Pelaksana 1.230.000
Pengelola Peserta Didik SMP

22 Il'; gelola Peserta Didik SMP Golongan Pelaksana 1.450.000
Pengelola Peserta Didik SMP Golongan

23 . . “ onga Pelaksana 1.250.000

24 Pengelola Sarana Prasarana PAUD i
Golongan 11 Pelaksana 1.450.000

= |Pengelola Sarana Prasarana PAUD

2 ;

2 Golongan 11 Pelaksana 1.250.000
26 |Pengelela Karir Pendidik Pelaksana 1.450.000
27 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
28 |Pengelola Data Pendidik Pelaksana 1.450.000
29 |Pengelola Data Pendidikan Dasar Pelaksana 1.450.000
30 |Pengelola Peserta Didik SD Pelaksana 1.450.000
a1 Pengelola Pembinaan dan _

Penvelenggaraan PAUD Pelaksana 1.450.000

32 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.250.000

33 |Pengadministrasi Umum Golongan 111 Pelaksana 1.450.000

34 |Pengadministrasi Umum Golongan 11 Pelaksana 1.250.000

35 (Pemelihara Sarana dan Prasarana Gol.

2 Pelaksana 1.450.000
36 Pemelihara Sarana dan Prasarana Gol.

il Pelaksana 1.250.000
~ (Penyusun Program Anggaran dan

87 | psserar Pelaksana 1.450.000

38 |Pamong Belajar Fungsional 1.450.000

3¢ |Pengawas Sckolah Golongan IV dan 111 )

Fungsional 1.450.000




40 |Pegawai Sekolah Golongan IV dan III Fungsional 1.450.000
41 |Pegawai Sekolah Golongan If dan I Fungsional 1.250.000
42 |PPPK Guru Fungsional 250.000
DINAS KESEHATAN
. s . Pimpinan Tinggi
5 R i .000
1 |Kepaia Dinas Dinas Kesehatan I 11.000
2 |Sekretaris Dinas Dinas Kesehatan Administrasi 4.200.000
3 |Kepala Bidang Bidang Struktural 3.500.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.400.000
5 |Epidomologi Kesehatan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.400.000
6 |Nutrisionis Ahli Muda Seksi Fungsional 2.400.000
- ifnc{uluh Kesehatan Masyarakat Ahli Seksi Pungsionial 2.400.000
uda
8 |Adminisirator Kesehatan Muda Seksi Fungsional 2.400.000
5 |[SREsRa: e oe Bl A Seksi Fungsional 2,400,000
a
10 [Kepala Sub Bagian Tata Usaba Sub Bagian | Administrasi 1.700.000
Puskesmas
11 |Kepala Puskesmas Rawat Inap_ Fungsional 4.100.000
12 |Kepala Puskesmas Non Rawat Inap Fungsional 4.100.000
13 [Dokter Umum Puskesmas Rawat Inap Fungsional 5.000.000
14 ?Zkter Umum Puskesmas Non Rawat Fungsional 3.500.000
nap
15 Dokter Gigi Puskesmas Rawat Inap/ Fungsional 3.500.000
Non Rawat Inap
16 |Pemyusun Prog. Anggaran dan Pelaksana 1.550.000
Pelaporan
17 Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaksana 1.550.000
Pelaporan
18 P’engelo!a Sarana dan Prasarana Pelsksana 1.550.000
Kantor Golongan III
19 P.cngelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.350.000
Kantor Gelongan II
Penyusun Rencana Monitoring dan
Pelak 1.550.000
&0 Akreditasi Puskesmas it
21 Pengelola Penggerak Peran Serta Pelaksana 1.550.000
Masvarakat
22 |Pengelola Obat dan Alat Kesehatan Pelaksana 1.550.000
23 |Pengelola Kefarmasian Golongan III Pelaksana 1.550.000
24 |Pengelola Kefarmasian Golongan 11 Pelaksana 1.350.000
25 |Pengelola Penyehatan Lingkungan Pelaksana 1.550.000
26 Penge‘lola.Pengamatan Penyakit dan Pelaksana 1.350.000
Imunisasi
27 |Pengelola Rujukan Kesehatan Gel ITI Pelaksana 1.550.000
28 |Pengelola Rujukan Kesehatan Gol I Pelaksana 1.350.000
29 |Pengelola Kesehatan Keluarga Pelaksana 1.550.000
30 Pengelola dan Pengendalian Kesehatan Pelaksana 1.550.000
Masyarakat
31 Penyusun Program Anggaran dan o — 1.550.000
Pelaporan
a2 Penyuh:lh Kesehatan dan Pencegahan el 1.550.000
Penvakit
33 |Administrator Kesehatan Ahli Madya Fungsional 1.350.000
34 |Administrator Kesehatan Ahli Muda Fungsional 1.350.000
- |Pe itori Evaluasi
35 Pengafwa§ Monitoring dan Evaluasi Palakeasa 1.550.000
Imunisasi Puskesmas
36 |Administrator Kesehatan Pertama Fungsional 1.350.000
37 |Sanitarian Ahli Madva Fungsional 1.350.000
Pengelola Bahan Informasi dan
38 : 5
Publikasi Fungsional 1.350.000
39 |Sanitarian Ahli Muda Fungsional 1.350.000
40 |Sanitarian Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
41 |Sanitarian Penyelia Fungsional 1.350.000
42 |Sanitarian Mahir/ Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
43 |Sanitarian Terampil/Pelaksana Fungsional 1.150.000
Pengelola Pemberantasan Penyakit -
44
Menular Langsung Pelaksana 1.550.000
45 |Pengelola Program Kesehatan Keluarga Pelaksana 1.550.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli
46 Mad’;}; esenatan Masyardkal AR Fungsional 1.350.000
Penyuluh Keschatan Masyer: i
47 N;:g: uh Keschatan Masyarakal Ahli Fangsional 1.350.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli =
¥ |bertama g Fungsional 1.350.000




Penyuluh Kesehatan dan Keselamatan

49 : Pelaksana 1.550.000

Kerja
50 |Epidomologi Kesehatan Ahli Muda Fungsional 1.350.000
51 |Bidan Ahli Madya Fungsional 1.350.000
52 [Bidan Ahli Muda Fungsional 1.350.000
53 |Bidan Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
54 |Bidan Penyelia Fungsional 1.350.000
55 |Bidan Mahir/Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
56 |Bidan Terampil/Pelaksana Fungsional 1.150.000
57 |Perawat Ahli Madya Fungsional 1.350.000
58 |Perawat Ahli Muda Fungsional 1,350,000
59 |Perawat Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
60 |Perawat Penyelia Fungsional 1.350.000
61 |Perawat Mahir/ Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
62 |Perawat Terampil/Pelaksana Fungsional 1.150.000
63 |Perawat Pemula/Pelaksana Pemula Fungsional 1.150.000
64 |Perawat Gigi Penyelia Fungsional 1.350.000
65 |Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
66 |Perawat Gigi Mahir Fungsional 1.350.000
67 |Perawat Gigi Pelaksana/ Terampil Fungsional 1.150.000
68 |Nutrisionis Ahli Madya Fungsional 1.350.000
69 |Nutrisionis Ahli Muda Fungsional 1.350.000
70 |Nutrisionis Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
71 |Nutrisionis Penyelia Fungsional 1.350.000
72 |Nutrisionis Mahir /Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
73 |Nutrisionis Terampil/ Pelaksana Fungsional 1.150.000
74 |Sanitarian Pemula/Pelaksana Pemula Fungsional 1.150.000
75 |Refraksionis Optisien Penyelia Fungsional 1.350.000
76 |Radiologi Penyelia Fungs:onal 1.350.000
77 |Apoteker Ahli Madya Fungsional 1.350.000
78 |Apoteker Ahli Muda Fungsional 1.350.000
79 |Asisten Apoteker Penyelia Fungsional 1.350.000
80 As1s.ten Apoteker Mahir/ Pelaksana pusEsibRAL 1.350.000

Lanjutan
81 |Asisten Apoteker Pelaksana/ Terampil Fungsional 1.150.000
22 Pranas‘a Laboratorium Kesehatan Fungsional 1.350.000

Penvelia

Pranata Laboratorium Kesehatan ;
83 F al 1.350.000

Pelaksana Lanjutan /Mahir g

Pranata Laboratorium Kesehatan " .
i Pelaksana/Terampil Fungsional 1.150.000
85 |Fisioterapis Penvelia Fungsional 1.350.600
86 |Fisioterapis Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
87 |Pengelola Program Imuniasi Gol 111 Pelaksana 1.550.000
88 |Pengelola Program Imuniasi Gol II Pelaksana 1.350.000
89 |Pengelola Penvakit tidak menular Pelaksana 1.350.000
90 |Pengelola Kepegawaian Gol II Pelaksana 1.350.000
91 |[Pengelola Keuangan Gol I1 Pelaksana 1.350.000
92 |Pengelola Bantuan Operasional Gol I Pelaksana 1.350.000

P dmini i i
93 Henga ministrasi Gudang Farmasi Gol Pelaksana 1.350.000
94 |pengelola pelayanan kesehatan Gol [ Pelaksana 1.350.000

- |Pengolah data pembayaran jaminan

93 | sehitan el I Pelaksana 1.350.000
96 [Penyuluh obat dan makanan Pelaksana 1.550.000
97 |Pramu kebersihan (di Puskesmas) Pelaksana 1.350.000
98 |Pengemudi Ambulance (di Puskesmas) Pelaksana 1.350.000
99 |PKM Pertama Fungsional 1.350.000
100 |Pengadministrasi Umum Golongan III Pelaksana 1.550.000
101 [Pengadministrasi Umum Golongan 11 Pelaksana 1.350.000

Pengadministrasi Rujukan Golongan
102 *# J & Pelaksana 1.550.000
103 [Pengadministrasi Rujukan Golongan 1l Pelaksana 1.350.000

Pengadministrasi Kesehatan Golo
104 8 R Pelaksana 1.550.000
105 Pengadministrasi Kesehatan Golongan =

i Pelaksana 1.350.000
106 Perckam Medis Mahir/ Pelaksana .

Fungsional 1.350.000

Lanjutan




107 |Perekam Medis Pelaksana/Terampil Fungsional 1.150.000
108 Terapis Gigi dan Mglut Fungsional 1.150.000
Pelaksana/Terampil
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PORSEA
1 |Direktur RSUD Porsea RSUD Porsea Fungsional 7.000.000
2 |Kepala Bidang RSUD Porsea Administrast 3.000.000
3 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.050.000
4 |Kepala Seksi Seksi Administrasi 2.050.000
5 |Dokter Spesialis Full Time Fungsional 25.000.000
6 [Dokter Spesialis Part Time Fungsional 12.000.000
7 |Dokter Umum Fungsional 5.000.000
8 |Dokter Gigi Fungsional 3.500.000
9 |Pengelola Pelayanan Keschatan Pelalksana 1.550.000
1o |Pemyusun Program Auggaran & Pelaksana 1.550.000
Pelaporan . :
11 |Asisten Apoieker Penyelia Fungsional 1.350.000
12 |Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
13 |Asisten Apoteker Pelaksana Fungsional 1.1?0.000
14 |Asisten Apoteker Pemula Fungsional 1.150.000
15 [Perawat Ahli Madya Fungsional 1.3§0.000
16 |Perawat Ahli Muda Fungsional 1.350.000
17 |Perawat Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
18 |Perawat Penyelia Fungsional 1.350.000
19 |Perawat Mahir Fungsional 1.350.000
20 |Perawat Terampil Fungsional 1.150.000
21 |Bidan Ahli Madya Fungsional 1.350.000
22 |Bidan Ahli Muda Fungsional 1.350.000
23 |Bidan Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
24 |Bidan Penyelia Fungsional 1.350.000
25 |Bidan Mahir Fungsional 1.350.000
26 |Bidan Terampil Fungsional 1.150.000
27 |Terapis Gigi dan Mulut Penyelia Fungsional 1.350.000
28 |ATLM Penyelia Fungsional 1.350.000
29 |ATLM Pelaksanaan Lanjutan Fungsional 1.350.000
30 |Apoteker Ahli Madya Fungsional 1.350.000
31 |Apoteker Ahli Muda Fungsional 1.350.000
32 |Apoteker Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
33 |Fisioterapi Ahli Madya Fungsional 1.350.000
34 |Nutrisionis Ahli Muda Fungsional 1.350.000
35 |Nutrisionis Penvelia Fungsional 1.350.000
36 |Nutrisionis Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
37 Ahli '?‘gknologt Lahoratorium Medik Fungsicaal 1.350.000
Penvelia
38 |Fisioterapi Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
39 |Refraksi Optisien Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
40 |Radiografer Pelaksana Lanjutan Fungsional 1.350.000
Pranata Laboratorium Kesehatan N
% 1.350.000
: Pelaksana Lanjutan Fungsional
42 Pranata Laboratorium Kesehatan Fungsionsl 1.150.000
Pelaksana
43 |Pranata Teknologi Informasi Komputer Pelaksana 1.350.000
44 |Tehnisi Elektromedik Pelaksana Fungsicnal 1.150.000
45 |Perekam Medis Terampil Fungsional 1.150.000
46 |Perekam Medis Pelaksana Fungsional 1.150.000
a7 Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Pelaksans 1.E50:600
Prasarana
P 1 i _
a8 H;.'nge ola Data Rumah Salkit Golongan Pellimmak 1.550.000
Central Sterile Suplly Department
49 A
(CSSD) Pelaksana 1.350.000
Pe: lola D R it G
50 Henge ola Data Rumah Sakit Golongan — 1.350.000
Pengolah Data Pembayaran Jaminan
51 -
Kesehatan Golongan 111 Pelaksana 1.550.000
-~ |Pengolah Data Pembayaran Jaminan
2 -
““ |Keschatan Golongan II Pelaksana 1.350.000
53 Pengelola Rujukan Kesehatan
Golongan II1 Pelaksana 1.550.000
54 Pengelola Rujukan Kesehatan 5
Golongan 1/11 Pelaksana 1.350.000
Pengelola Sarana dan Prasarana
55
Kantor Pelaksana 1.350.000
56 |Pramu Kebersihan Golongan 11 Pelaksana 1.550.000
57 |Pramu Kebersihan Golongan /11 Pelaksana 1.350.000
58 [PPPK di RSUD Fungsional 500.000
4  |DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2 ; Dinas Pekerjaan Pimpinan Tinggi
1 |Kepala Dinas B 281
P Umum dan Tata Ruang Pratama 10.000.000
Dinas Pekerjaan
2 |Sekretaris Umum dan Tata Administrasi 3.900.000
- Ruang
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000




4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Kepala Seksi Seksi Struktural 2.200.000
6 |Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Seksi Fungsional 2,200.000
7 |Teknik Pengairan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
8 |Penata Ruang Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
9 |Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
Teknik Tata Bangunan dan o i .
< F 2.200.000
10 Perumahan Ahli Muda Seksi ungsional
11 |Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
12 iﬁ?:{ Penyehatan Lingkungan Anli Seksi Fungsional 2,200.000
13 |Analis Pengembangan Wilayah Pelaksana 1.450.000
14 |Operator Alat Berat Pelaksana 1.450.000
15 |Pengelola Pemeliharaan Jalan Pelaksana 1.450.000
16 |Verifikator Anggaran Pelaksana 1.450.000
17 gg;gas Operasi dan Pemeliharaan Beiaksnns 1.450.000
18 Pengolah Data Sistem Informasi Pelaksana 1.450.000
Perbendaharaan
19 |Pengelola SDA Golongan I Pelaksana 1.450.000
20 |Pengelola SDA Golongan I1 Pelaksana 1.250.000
21 P}engelo!a Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.450.000
Kantor
o) Pengelola Kegiatan Survey dan Pelaksana 1.450.000
Perencanaan
23 |Pengawas Jalan dan Jembatan Pelaksana 1.450.000
24 |Pengawas Bangunan dan gedung Pelaksana 1.450.000
Pengawas Lapangan Petugas
25 |Kebersihan Jalan, Saluran dan Pelaksana 1.450.000
Selokan
26 |Analis Pemanfaatan Ruang Pelaksana 1.450.000
27 |Pengawas Pengoperasian Alat Berat Pelaksana 1.450.000
gy [AmalisEarvel, Pengukuan an Pelaksana 1.450.000
Pemetaan
29 |Analis Tata Ruang Pelaksana 1.450.000
Pengelola Pembangunan dan L.
1.450.0
30 Peningkatan Jalan Pelaksana 50.000
31 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.950.000
Taman
32 [Pegadministrasi Keuangan Pelaksana 1.250.000
33 |Pemeriksa Irigasi Pelaksana 1.250.000
34 |Pengadministrasi Pengujian Pelaksana 1.250.000
35 |Teknisi Peralatan dan Mesin Gol III Pelaksana 1.450.000
35 |Teknisi Peralatan dan Mesin Gol I Pelaksana 1.250.000
36 Pengadministrasi Perencanaan dan Pelakeana 1.250.000
Program
Pengadministrasi Perencanaan Gol I Pelaksana 1.450.000
37 |Pengelola Pemeliharaan Jalan Pelaksana 1.250.000
38 |Pramu Taman Golongan III Pelaksana 1.450.000
39 |Pramu Taman Golongan II Pelaksana 1.250.000
40 |Pranata Taman Golongan Il Pelaksana 1.450.000
41 |Pranata Taman Golongan II Pelaksana 1.250.000
Pemelihara Penerangan Jalan
42
Golongan 111 Pelaksana 1.450.000
a3 Pemelihara Penerangan Jalan -

L Goloisan I Pelaksana 1.250.000
44 [Fungsional Umum Geol II1 Pelaksana 1.450.000
45 |Fungsional Umum Gol II Pelaksana 1.250.000
46 |Pengadministrasi Pertanahan Gol III Pelaksana 1.430.000
47 |Pengadministrasi Pertanahan Gol 11 Pelaksana 1.250.000
48 |Pengadministrasi Keuangan Gol II1 Pelaksana 1.450.000

5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Dinas Perumahan e S
1 iKepala Dinas dan Kawasan Pimpinan Tinggl 10.000.000
; Pratama T
Permuldman
Dinas Perumahan
2 |Sekretaris dan Kawasan Administrasi 3.900.000
Permukiman

3 |Kepala Bidang : Bidang Administrasi 3.200.000
a Kepal'a Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000

Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli ’ :

Muda Seksi Fungsional 2.200.000
6 |Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda Selesi Fungsional 2.200.000
- Teknik Tata Bangunan dan : .

Persmahan ABR Muda Seksi Fungsional 2.200.000




Analis Perencanaan Wilayah

8 Pelaksana 1.450.000
Perumahan
9 |Pengelola Bangunan Gedung Pelaksana 1.450.000
10 |Analis Potensi Sumber Air Tanah Pelaksana 1.450.000
11 |Analis Pengembangan Infrastruktur Pelaksana 1.450.000
12 |Pengelola Penyehatan Lingkungan Pelaksana 1.450.000
13 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.450.000
Kantor
Pengawas Lapangan Petugas
14 |Kebersihan Jalan, Saluran dan Pelaksana 1.450.000
Selokan
15 |[Pengawas Fisik Pemukiman Pelaksana 1.450.000
16 |Pengawas Bangunan dan Gedung Pelaksana 1.450.000
17 |Analis Kinerja Pelaksana 1.450.000
18 Penyusun Program Anggaran dan Polataiana 1.450.000
Pelaporan
19 |Pengelola Sumber Daya Air Peiaksana 1.250.000
20 |Pengadministrasi Kepegawaian Pelaksana 1.250.000
21 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.250.000
22 |Pengadministrasi Keuangan Gol, I Pelaksana 1.450.000
23 |Pengadministrasi Keuangan Gol. II Pelaksana 1.250.000
6 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
! Badan Kesatuan Pimpinan Tinggi
I |K 10.000.000
Kepala Badan Bangsa dan Politik Pratama
Badan Kesatuan o :
3 i ) .000
2 |Sekretaris gsa dan Politik Administrasi 3.900.00
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bidang Administrasi 2.200.000
5 |Perencana Ahli Muda Sub Bidang Fungsional 2.200.000
6 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bidang Fungsional 2.200.000
- Analis Program Kerjasama Lembaga Selulasar 1.450.000
Masvyarakat
8 |Analis politik dalam negeri Pelaksana 1.450.000
9 Analis forum kewaspadaan dini Pelalmsaria 1.450.000
masvarakat
10 Analis Perencanaan Evaluasi dan Folabeana 1.450.000
Pelaporan
11 |Analis Intelijen Pelaksana 1.450.000
12 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
13 |Pengadminisirasi keuangan Gol III Pelaksana 1.450.000
Pengadministrasi keuangan Gol IT Pelaksana 1.250.000
14 |Pengadministrasi umum Pelaksana 1.250.000
16 P__engelola Sarana dan Prasarana Pelaicssng 1.250.000
Kantor
17 |Pendokumentasi surat Pelaksana 1.250.000
T SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1 |Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Setrian Polus Pamong Fenpioan Tingn 10.000.000
Praija Pratama
2 |Sekretaris Sativin Polisl Administrasi 3.900.000
Pamong Praja
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |[Kepala Seksi Seksi Administrasi 2.200.000
6 |Analis Kemasyarakatan Pelaksana 1.450.000
7 |Analis Permasalahan Hukum Pelaksana 1.450.000
Penyusun Program Anggaran dan
8 ) =
Pelaporan Pelaksana 1.450.000
Pengelola Pelanggaran Peraturan
I ey 5E Pelaksana 1.450.000
10 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450,000
Pelatih Satuan Perlindungan
11 g =
Masvarakat Gol 111 Pelaksana 1.450.000
12 Pelatih Satuan Perlindungan
Masvarakat Gol TI Pelaksana 1.250.000
Pranata Perlindungan Masyarakat Gol
L Pelaksana 1.450.000
Pranata Perlindungan Masyarakat Gol
14 [ R g g Pelaksana 1.250.000
15 Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran
Gol 11 Pelaksana 1.450.000
Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran
16 Gol IT Pelaksana 1.250.000
17 |Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Fungsional 1.450.000
18 |Polisi Pameng Praja Pelaksana Pemula Fungsional 1.250.000
19 Pengelola Sarana dan Prasarana 3
Kaftor Fungsional 1.250.000
8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Kepala Badan BPBD Fmpinan Tinggl 11.000.000
: Pratama
2 |Sekretaris BPBD Administrasi 3.700.000




3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.500.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.350.000
5 |Kepala Seksi Seksi Administrasi 2.350.000
6 |Penelaah Bahan Kajian Bencana alam Pelaksana 1.450.000
- Peng'eloi'a Data Pencegahan dan Polaksana 1.450.000
Monitoring
8 Pen.yu.sun Rencana Kebutuhan Pelaksatia 1.450.000
Logistik
g |Penyusun Program Anggaran dan Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
10 |Pengelola kepegawaian Pelaksana 1.450.000
11 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.250.000
12 |Pengadminisirasi Keuangan Pelaksana 1.250.000
13 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.250.000
Kantor
14 PPPK Pranata Pencarian dan Dalsksdns 500.000
Pertolongan
9 DINAS SOSIAL
: ; Pimpinan Tinggi
7 s 10.000.
1 |Kepala Dinas Dinas Sosial So— 0 000
2 |Sekretaris Dinas Sosial Administrasi 3.900.000
3 |Kepala Bidang Kepala Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 [Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
6 |Penyuluh Sosial Ahli Muda Selksi Fungsional 2.200.000
7 |Pekerja Sosial Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
8 |Penyuluh Sosial Ahli Madya Fungsional 3.200.000
9 |Penyuluh Sosial Ahli Muda Fungsional 2.200.000
10 |Penyuluh Sosial Ahli Pertama Fungsional 1.450.000
11 |Pengelola Pembinaan Bantuan Pelaksana 1.450.000
13 Pengelola Pemberdayaan Lembaga Pelaksana 1.450.000
Sosial
Analis Pemberdayaan Masyarakat o
N = Pelak 1.450.000
13 dalam Penanganan Masalah Sosial SEESana
Analis Program Pemberdayaan
14 |Masyarakat dalam Penanganan Pelaksana 1.450.000
Masalah Sosial
15 |[Pengelola Perlindungan Sosial Pelaksana 1.450.000
16 Pengelola Bahan untuk Rencana Pelaksans 1.450.000
Penanggulangan Bencana
17 Pengevaluasx Hasil Kegiatan Bantuan Peletinen 1.450.000
Sosial Masvarakat
1g |Penyusun Program Anggaran dag Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
19 |Penyuluh Penanganan Masalah Sosial Pelaksana 1.450.000
20 |Pengelola Pembinaan Bantuan Pelaksana 1.450.000
21 |Pengadministrasi Keunangan Pelaksana 1.450.000
Pengelola Sarana dan Prasarana .
22 Rantor Pelaksana 1.450.000
10 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
- " Dinas Ketahanan Pimpinan Tinggi
1 |K Dinas A i
epala Dinas Pangan dan Perikanan Pratama 12.600.000
Dinas Ketahanan
2 |Bekretaris Pangan dan Administrasi 3.900.000
Perikanan
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 _|Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
6 |Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
7 |Penyuluh Perikanan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
8 |Analis Budidaya Perikanan Pelaksana 1.450.000
9 Analis Pola Konsumsi Pangan i
Magvaralat Pelaksana 1.450.000
10 |Pengelola Penganekaragaman Pangan Pelaksana 1.450.000
17 |Pengelola ketersediaan dan Kerawanan 5
Pangan Pelaksana 1.450.000
12 |Analis Pangan Pelaksana 1.450.000
13 [Penyuluh Perikanan Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
14 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.450.000
15 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
Penyusun Program Anggaran dan
16 =5
Pelaporan Pelaksana 1.450.000
17 |Pengelolah Ketahanan Pangan Pelaksana 1.450.000
18 |Pengelolah Penganekaragaman Pangan Pelaksana 1.450.000
19 |Pengawas Harga Pangan Pelaksana 1.450.000
20 |PPPK Penvuluh Pertanian Fungsional 500.000
11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
= . Dinas Lingkungan Pimpi Ti i
1 |Kepala Dinas g & impinan Tinggi
E Hidup Pratama 10.000.000




2 |Sekretaris Dinias Laghungan Administrasi 3.900.000
Hidup
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 ‘;":f;“da“ Demmpk Lmgiumngen Al Seksi Fungsional 2.200.000
6 |Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
7 |Pengawas Linglkungan Hidup Ahl Seksi Fungsional 2.200.000
Muda
Pengelola Data Laporan Dan Pelaksana 1.450.000
Pengaduan
Pengelola Lingkungan Pelaksana 1.450.000
i [AnetsHas Benanganan den Pelaksana 1.450.000
Pelanggaran
11 |Analis Sistim Mutu dan Lingkungan Pelaksana 1.450.000
12 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
13 |Pengelola Sarana Prasarana Kantor Pelaksana 1.450.000
14 |Pengelola Sampel Pengujian Pelaksana 1.450.000
15 |Penelaah Dampak Lingkungan Pelaksana 1.450.000
16 |Pengelola Informasi Lingkungan Pelaksana 1.450.000
17 [PemyMsun Frogram Anggaran dan Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
18 |Juru Pungut Retribusi Gol III Pelaksana 1.450.000
19 |Juru Pungut Retribusi Gol I1 Pelaksana 1.250.000
20 |Pengadministrasi TPA Pelaksana 1.250.000
21 |Koordinator TPA Pelaksana 1.250.000
22 |Pramu Taman Pelaksana 1.250.000
12 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
. . Dinas Kependudukan Jabatan Pimpinan
10.000.
1 |&iphid Dings dan Pencatatan Sipil Tinggi Pratama L
Dinas
2 |Sekretaris Iependudien Administrasi 3.900.000
dan Pencatatan
Sipil
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
S5 |Analis Kebijakan Seksi Fungsional 2.200.000
6 |Analis Keuangan Pusat/Daerah Selksi Fungsional 2.200.000
7 |Administrasi Database Kependudukan Seksi Fungsional 2.200.000
Operator Sistem Informasi ] .
a8 .200.
Afmisintrast Penentudls Seksi Fungsional 2.200.000
a9 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
Pengelola Sistem Informasi
10 |Administrasi Kependudukan Golongan Pelaksana 1.450.000
II1
Pengelola Sistem Informasi
11 |Administrasi Kependudukan Golongan Pelaksana 1.250.000
11
Pengadministrasi Akia Perkawinan,
12 |Perceraian, Pengakuan dan Pelaksana 1.450.000
Pengesahan Anak
Pengadministrasi Akta Kelahiran dan
13 5
Kematian Pelaksana 1.450.000
14 |Analis Data dan Informasi Pelaksana 1.450.000
15 |Pengelola Informasi Kerjasama Pelaksana 1.450.000
Penyusun Program Kreativitas dan -
16 - Pelaksana 1.450.000
17 |Pengelola Database Pelaksana 1.450.000
18 Pengelola Sistem Informasi .
Administrasi Database Pelaksana 1.450.000
19 |Pengelola Sarana Dan Prasarana Pelaksana 1.450.000
20 |Pengadministrasi Kependudukan Pelaksana 1.250.000
13 DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Dinas Pemberdayaan
. Masyarakat, Desa Pimpinan Tinggi
1 |Kepala D 2 s P g8l
epala Dinas Peranipuis dit Bratama 10.000.000
Periindungan Anak
Dinas
Pemberdayaan
2 |Sekretaris Dinas Masyarakat, Desa, Administrasi 3.900.000
Perempuan dan
Perlindungan Anak
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200,000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000




6 |Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
7 if“&ggemk Swadays Masyacakat Anl Seksi Fungsional 2.200.000
uda
8 Pengelola Keuangan dan Pendapatan Pelaksana 1.450.000
Desa
g |Peniyusun Frogeam Anggaran den Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
10 |Analisis Kelembagaan Masyarakat Pelaksana 1.450.000
11 |Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Pelaksana 1.450.000
Penyelenggaraan Pemerintah Desa
12 Pengelola Pemberdayaan. Pelaksana 1,450.000
Perlindungan Perempuan dan Anak
13 [Analis Pengembangan Ekonomi Pelaksana 1.450.000
Pedesaan
14 |Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Pelaksana 1.450.000
15 |Pengadministrasi Anak Terlantar Pelaksana 1.250.000
16 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.250.000
17 |Pelaksana Pelaksana 1.250.000
18 |PPPK Perencana Ahli Peritama Pelaksana 1,250.000
14 |DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
) 5 Dinas Pengendalian Pimpinan Tinggi 10.000.000
1 |¥epals Dmss Penduduk dan KB Pratama
Dinas
2 |Sekretaris Pengendalian Administrasi 3.800.000
Penduduk dan KB
3 |Kepala Bidang Bidang Adminisirasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 };Ien:ta Kependudukan dan KB Ahli Seksi Fungsional .200.000
uda
6 Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Seksi Fungsional 2.200.000
Muda
y | Peiaksana Peryusun Hohan Pelaksana 1.450.000
Ketahanan Keluarga
8 | Pengelola Pengendalian Masyarakat Pelaksana 1.450.000
g Pengelola Pelayanan dan Pembinaan Pelaksana 1.450.000
Kelembagaan KB
yg | Fenyusud Rahan Pembinasy Pelaksans 1.450.000
Kesertaan KB
11 | Penyusun Program Anggaran dan Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
12 Ij'euyuluh Pembinaan Kesejahteraan Pelabssira 1.450.000
Keluarga
13 | Analis Ketahanan Keluarga Pelaksana 1.450.00C
14 | Analis KB Pelaksana 1.450.000
15 | Analis Pembinaan KB Pelaksana 1.450.000
16 ;‘e:ayusun,?encatatan dan Pelaporan Palaliaatia 1.450.000
ata
17 l_’engelo]a Sarana dan Prasarana Pelaksans 1.450.000
Kantor Gol i1l
Pengelola Sarana dan Prasarana =
1 lak: 1.250.000
= Kantor Gol 1 Pelaksana =
19 | Pengadministrasian Umum Pelaksana 1.250.000
20 | Pengadministrasian Keuangan Pelaksana 1.250.000
21 | Analis KB Pelaksana 1.250.000
Pengelola Pe i K
5o | Pengelola embinaan Ketahanan Paiakassin 1.250.000
Keluarga
23 | Pemeriksa Pelayanan KB Pelaksana 1.250.000
P luh Pembi K j
a4 |Penyuluh Pembinaan esejahteraan Pelalisani 1.450.000
Keluarga
15 |DINAS PERHUBUNGAN
1 |Kepala Dinas Dinas Perhubungan Pimpinan Tinggl | 14 09,000
Pratama
2 |Sekretaris _ Dinas Administrasi 3.900.000
Perhubungan
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Kepala Seksi Seksi Administrasi 2.200.000
Analis Rencana Induk Jaringan
8 | transportasi Darat Pelaksana 1.450.000
7 |Pengelola Perizinan Anglutan Jalan Pelaksana 1.450.000
8 |Pengawas Terminal Pelaksana 1.450.000
Penyusun Program Anggaran dan
9 =
Pelaporan Pelaksana 1.450.000
10 |Pengawas Angkutan dan Terminal Pelaksana 1.450.000
11 |Pemeriksa Keselamatan Darat Pelaksana 1.450.000
12 |Pengadministrasi Keuangan Gol [lI Pelaksana 1.450.000
13 [Pengadministrasi Keuangan Gol IT Pelaksana 1.250.000
14 |Pengadministrasi Umum Gol 11T Pelaksana 1.450.000
15 |Pengadministrasi Umum Gel 11 Pelaksana 1.250.000




16 Eiengelola Sarana dan Prasarana Peldicsana 1.250.000
Kantor
16 |DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIEA
. Dinas Kormnunikasi dan Pimpinan Tinggi
2 10.000.000
1 |Eepaia Binas Infromatika Pratama
Dinas Komunikasi s .
2 18 is ; 3.900.000
2 |Sekretaris dan Mfromatia Administrasi
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3,200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Manggala Informatika Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
6 |Pranata Humas Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
7 |Kepala Seksi Seksi Fungsional 2.200.000
8 |Pengelola Database Pelaksana 1.450.000
9 |Anglis Jaringan Pelaksana 1.450.000
1 Pengelola Sistem dan Jaringan Palaksana 1.450.000
Golongan 11
12 Pengelola Sistem dan Jaringan Salalesans 1.250.000
Golongan 11
13 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.250.000
14 |Analis Sistem Informasi Pelaksana 1.450.000
15 |Analis Sistem Informasi dan Jaringan Pelaksana 1.450.000
16 P'engladmm:stra-sl Analisis dan Bilaksana 1.250.000
Kemitraan Media
17 |Pengelola Instalasi Teknologi Informasi Pelaksana 1.250.000
18 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.450.000
Golongan 11
19 Pengelola Sarana dan Prasarana A 1.250.000
Kantor Gelongan II
17 |DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN
Dinas Koperasi, Usaha
. ; Kecil Menengah. Pimpinan Tinggi
g 10. .000
1 |Kepala Dinas Perdagangan, Pratarma 000.00
Perindustrian
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil
2 |Sekretaris Menengah, Administrasi 3.900.000
Perdagangan,
Perindustrian
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Analis Perdagangan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
6 |Pengawas Koperasi Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
7 |Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
Penyuluh Perindustrian Dan . .
8 2.200.
Perdagangan Ahli Muda Seksi Fungsional 00.000
9 Analis 5plikam Model Pengembangan Pelaksana 1.450.000
Industri
1p [Anélis Pengembimngan Lisaba Agro Pelaksana 1.450.000
Industri
11 |Feneslola Pengembangan Dan Pelaksana 1,450.000
Pembinaan Usaha
Penyusunan Perkembangan Harga
12 : 2 ’
Dan Perigkaiian Pasar Pelaksana 1.450.000
13 |Analis Industri Pelaksana 1.450.000
P { i
14 engelola Permodalan Koperasi Dan Pelaksana 1.450.000
Ukm
Pengelola Rencana Energi Sumber
15 5
Daya Mineral Dan Lingkungan Hidup Peleksana 1.450.000
16 |Pengelola Pasar Pelaksana 1.450.000
Pengelola Fasilitasi dan Mediasi
17
Perlindungan Konsumen Pelaksana 1.450.000
18 |Analisis Kerjasama Dan Permodalan Pelaksana 1.450.000
19 |Penyuluh Koperasi Pelaksana 1.450.000
20 |Pengelola Pameran dan Peragaan Pelaksana 1.250.000
21 Pengadministrasi Pengamanan Dan . -
Perlindungan Akses Pasar Gol 11 Pelaksana 1.450.000
, Pengadministrasi Pengamanan Dan
22 ; 5
Perlindungan Akses Pasar Gol Il Pelaksana 1.250.000
23 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.250.000
24 |Pengadminisirasi Karcis Gol 11 Pelaksana 1.450.000
25 |Pengadministrasi Karcis Gol 11 Pelaksana 1.250.000
26 |Pengadmistrasi Umum Pelaksana 1.250.000
27 Pengadminisirasi Sarana
Pengembangan Usaha Pelaksana 1,250,000
28 |Fungsional Umum Pelaksana 1.250.000
29 |Pegawai Golongan I dan I Pelaksana 1.250.000




18 |DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Dinas Penanaman
, Modal, Pelayanan Pimpinan Tinggi
! 10.000.000
1 |Kepala Dinas Terpadu Satu Pintu Pratama
dan Ketenagakerjaan
2 |Sekretaris Dinas Penanaman Administrasi 3.900.000
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Analis Kebijakan Muda Seksi Fungsional 2.200.000
6 |Pengantar Kerja Ahli Madya Seksi Fungsional 2.200.000
7 |Instruktur Ahli Madya Seksi Fungsional 2.200.000
8 mec(];amz Hubungan Industrial Ahli Seksi Fungsional 2.200.000
uda
9 Pengujl K.eselamata.n Dan Kesehatan Seksi Fungsional 2.200.000
Kerja Ahli Muda
10 Pqu;lola Sim Penanaman Modal Dan e — 1.450.000
Perizinan Terpadu
11 [Feageloia Data Laporan Daa Pelaksana 1.450.000
Pengendalian
12 |Pengelola Permodalan Dan Investasi Pelaksana 1.450.000
13 |Pengelola Sarana Prasarana Kantor Pelaksana 1.450.000
14 Ana_h's il PenetEpatia TEﬂag_a ; Pelaksana 1.450.000
Kerja & Perluasan Kesempatan Kerja
15 [AnslisCedindtngan Den _ Pelaksana 1.450.000
Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia
16 Penyusun Program Anggaran Dan DelakEaATE 1.450.000
Pelaporan
17 |Pengelola Tenaga Kerja Indonesia Pelaksana 1.450.000
18 A.nalisis Pel:netaan Dan ?—Ia.rmonisa}si Pelaksana 1.450.000
Kompetensi Tenaga Kerja Indonesia
Analis Bahan Penempatan Tenaga i 1.450.000
19 Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Pelskuat o
20 Pengadministrasi Kepegawaian Pelakssna 1.450.000
Golongan IIT
91 Pengadministrasi Kepegawaian Pelaksana 1.250.000
Golongan II
32 E{;Iaksana Kesekretariatan Golongan Pelalisana 1.450.000
23 |Pelaksana Kesekretariatan Golongan 11 Pelaksana 1.250.000
24 |Fungsional Umum Gol. 11 Pelaksana 1.250.000
19 |DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
1 |iepala Dinss Dinas Pe:rpus.takaan Pimpinan Tinggi 10.000.000
dan Kearsipan Pratama
Dinas Perpusiakaan : :
2 |Sekretaris i Administrasi 3.900.000
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
S |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Struktural 2.200.000
6 |Pustakawan Ahli Muda Seksi Fungsional 2,200.000
7 |Arsiparis Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
8 |Pustakawan Pelaksana/Terampil Fungsional 1.150.000
9 |Pustakawan Pelaksana/Terampil Pelaksana 1.250.000
P Pr
10 Penyusun ogram Anggatan dag Pelaksana 1.450.000
elaporan
11 |Analis Kearsipan Pelaksana 1.450.000
12 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
13 |Pranata Reproduksi Arsip Pelaksana 1.450.000
14 |Pranata Kearsipan Pelaksana 1.450.000
15 |Pengelola Perpustakaan Golongan I11 Pelaksana 1.450.000
16 |Pengelola Perpustakaan Golongan II Pelaksana 1.250.000
17 |Pengadministrasi Umum Gol. 11 Pelaksana 1.450.000
18 |Pengadministrasi Umum Gol. 11 Pelaksana 1.250.000
19 |Pengadministrasi Perpustakaan Gol. III Pelaksana 1.450.000
20 |Pengadministrasi Perpustakaan Gol. 1T Pelaksana 1.250.000
21 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.250.000
~ |Pengelola Sarana dan Prasarana
B2 |cantor a1 Pelaksana 1.450.000
23 Pengelola Sarana dan Prasarana e
Kantor Gel, I Pelaksana 1.250.000




20 |DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
1 |Kepala Dinas Divas Kebudayuan den Pimpinar Tiggl 10.000.000
Pariwisata Pratama
2 |Sekretaris Dirias Rebudsyaan Administrasi 3.900.000
dan Pariwisata
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
5 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
§ [oy A epas ‘:’safaa“ & Blonomi Seks Fungsional 2.200.000
7 |Pamong Budaya Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
Pengelola Promos] dan miormast 3
8 Wigota falinaoan TV Pelaksana 1,458,000
9 [Pengelola Data Kesenian dan Perfilman Pelaksana 1,450.000
10 |Pengadministrasi Umum Golongan I Pelaksana 1.450.000
11 |Pengadministrasi Umum Golongan i1 Pelaksana 1.250.000
12 |Analis Pariwisata Pelaksana 1.450.000
13 Penytul-uh Pelestarian Nilai Budaya dan Pelikisaha 1.450.000
Tradisi
14 |Pelaksana Pada Sekretariat Pelaksana 1.450.000
15 |Penyuluh Objek Wisata Pelaksana 1.450.000
16 |Pengelola Objeck Wisata Pelaksana 1.250.000
17 |Pengelola Kepegawaian Gol.IlI Pelaksana 1.450.000
18 |Pengelola Kepegawaian Gol. II Pelaksana 1.250.000
19 |Pengelola Informasi Kepariwisataan Pelaksana 1.250.000
Pengelola Promosi dan Informasi —
20 Wisata Golongan 11 Pelaksana 1.250.000
21 DINAS PERTANIAN
1 |Kepala Dinas Dinas Pertanian Pimpinan Tinggl | 4 450,000
Pratama
2 |Sekretaris Dinas Dinas Pertanian Administrasi 3.900.000
3 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 3.200.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200.000
5 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
6 |Penyuluh Pertanian Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
7 |Pengawas Bibit Tanaman Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
8 |Pengawas Benih Tanaman Ahli Muda Seksi Fungsianal 2.200.000
9 maél; Fessr Basll Percamian ARk Seksi Fungsional 2.200.000
Pengawas Alat dan Mesin Pertanian . .
10 Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
11 |Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda Selksi Fungsional 2.200.000
12 |Medik Veteriner Ahli Muda Selksi Fungsional 2.200.000
13 |Analis Akuakuitur Ahli Muda Seksi Fungsional 2.200.000
14 |Analis Kebijakan Ahli Muda Seksi Fungsional 2,200.000
15 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
16 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.250.000
Pengelola Sarana dan Prasarana
17 =
Rintor Pelaksana 1.250.000
Analis Peningkatan Usaha Pertanian
18 dat Aerobisnis Pelaksana 1.450.000
Pengelola Tanaman Pangan dan
19
Hortikultura Pelaksana 1.450.000
Pengelola Usaha Tani Peternakan dan
20
Kehewanan Pelaksana 1,450,000
21 Penyusun Rencana Bahan Teknis
Bidang Peternakan Pelaksana 1.450.000
no [Pengelola Budidaya Pengembangan 3 =
Ternalk dan Hewan Lai.rmya Pelaksana 1.450.000
93 Pengelola Kesehatan Ternak Besar, -
Kecil dan Unggas Pelaksana 1.450.000
Pengelola Perlindungan Tanaman dan
24 |Pengelolaan Hasil Perkebunan dan Pelaksana 1.450.000
Kehutanan
25 Pengelola Kesehatan dan Masyarakat =
Veteriner Pelaksana 1.4350.000
26 |Penyuluh Pertanian Ahli Madya Fungsional 1.350.000
27 |Penvuluh Pertanian Ahli Muda Fungsional 1.350.000
28 |Penyuluh Pertanian Ahli Pertama Fungsional 1.350.000
29 |Penyuluh Pertanian Ahli Fungsional 1.350.000
30 |Penyuluh Pertanian Terampil Gol IT] Fungsional 1.350.000
31 |Penyuluh Pertanian Terampil Gol 1l Fungsional 1.150.000
32 |Kepala UPTD Kepala UPTD Administrasi 2,200.000




33 |Kepala Tata Usaha UPTD Sub Bagian Administrasi 1.700.000
Pengendali Hama dan Penyalkit [kan .
34 hi : g .350.
{ Pertama UPTD BBI Fungsional 1.350.000
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan . .
35 : N F " .
P —— ungsional 1.350.000
36 |Pramu Benih Ikan UPTD BBl Pelaksana 1.250.000
37 |Analis Budidava Perikanan Pelaksana 1.450.000
38 P_engaw-as Penyakit dan Penggendali Pelaliaatia 1.450.000
Penvakit Hewan
39 Pengelola Budlday_a Pengembangan Pelaksana 1.450.000
perkebunan dan Kehutanan
Pengendali Organisme Pengganggu ;
40 . :
Tumbuhan Ahli Pertama Fungsional o
41 |Pengelola Kepegawaian Gol. 11T Pelaksana 1.450.000
42 |Pengelola Rumah Potong Hewan Pelaksana 1.250.000
43 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.250.000
44 [Pegawai Golongan I Pelaksana 1.250.000
45 |PPPK Penyuluh Pertanian Fungsional 500.000
22 SEKRETARIAT DAERAH
1 |Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Fimpi Tinggl 25.000.000
Pratama
2 |Staf Ahli Bupati Sekrétariat Dagrah Pimpinan Tinggi | 564 6o
Pratama
3 |Asisten Sekretariat Daerah Pimpinan Tinggi | 4 560,000
Pratama
4 |Kepala Bagian Bagian Administrasi 5.400.000
5 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.500.000
6 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.500.000
Perancang Peraturan Peundang- . ; .
a i 2.500.000
pEsadsngEn AL Muga Sub Bagian Fungsional 3 0
8 |Penyuluh Hukum Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.500.000
9 | Analis Hukum Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.500.000
10 :ir‘lf:lo}a Pengadaan Barang/Jasa Ahl Sub Bagi Fungsional 2.500.000
11 gx:{a Hubingsn Masyarakat Sub Bagian Fungsional 2.500.000
12 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.500.000
Analis Keuangan Pusat dan Daerah x . —
.500.
13 Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.500.000
14 Analis Pfemennt&h Umum dan Pelaksana 1.550.000
Otonomi Daerah
= |Pengelola Laporan Penyelenggaraan =
15 Pasipisntol Dasfah Pelaksana 1.550.000
16 [Analis Kerjasama Pelaksana 1.550.000
17 Pengelola Penyelenggaraan QOtonomi Pelaksana 1.550.000
Daerah
18 P::ngelula Pelaksanaag Program Belilesana 1.550.000
Kelembagaan dan Kerjasama
Analis Peraturan Perundang-undangan
19 |dan Rancangan Peraturan Perundang- Pelaksana 1.550.000
undangan
20 |Penyusun Bahan penyuluhan Hukum Pelaksana 1.550.000
21 Pengadministrasi Data Peraturan Pélakisaria 1.350.000
Perundang-undangan
22 |Pengelola Kesejahteraan Sosial Pelaksana 1.550.000
Pengeiola Urusan Kesehatan
23
Masyarakat Pelaksana 1.550.000
24 lAnalis Kepemudaan Pelaksana 1.550.000
= |Pengelola Pengendalian, Monitoring e
25 dan Evaluasi Pembangunan Pelaksana 1.550.000
Penyusun Rencana Pengendalian
2 o £=3
6 Inelstaanant P Pelaksana 1.550.000
27 |Analis Program Pembangunan Pelaksana 1.550.000
Analis Monitoring, Evaluasi dan -
28 Palafioras Pelaksana 1.550.000
Perancang Kebijakan Pengadaan
29
Barang/Jasa Pelaksana 1.550.000
30 |Pranata Barang dan Jasa Pelaksana 1.550.000
Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang =
31 dan Jasa Pelaksana 1.550.000
Pengelola Layanan Pengadaan Secara
2 A
32 | lelctronil Pelaksana 1.350.000
Pengelola Data Pelaksanaan Program
33
dan Anggaran Pelaksana 1.550.000
. Pengelola Pembinaan dan
34
Pengembangan Perekonomian Pelaksana 1,550.000
Analis Program/Kegiatan
35 -
Pembangunan Pertanian Pelaksana 1.550.000
36 |Analis Informasi Pasar Hasil Pertanian Pelaksana 1.550.000
a7 Analis Investasi dan Permodalan
Usaha Pelaksana 1.550.000




38 |Analis Humas dan Protokol Pelaksana l.§§0.000
39 |Analis Data dan Informasi Pelaksana 1.550.000
40 |Analis Berita Pelaksana 1.550.000
a1 Analis Kompetensi Pengolah Informasi
Komunikasi —
42 |Pengelola Dokumentasi Pelaksana 1..3::0.000
43 |Ajudan Bupati/ Walkil Bupati Pelaksana 9:\00‘000
44 |Ajudan Sekreiaris Daerah Pelaksana 5.000.000
45 Peny.usun Bahan Informasi dan Pilalaana 1.550.000
Publikasi =
46 |Petugas Protokol Pelaksana 1.350.000
47 |Tenaga Peliput Gol 111 Pelaksana I.S§0.000
48 |Tenaga Peliput Gol IT Pelaksana 1.350.000
49 P_en_a%a Liputab Protool Komunikasi Pelaksana 1.550.000
Pimpinan
50 |Analis Organisasi dan Tata Laksana Pelaksana 1.550.000
51 Penyusun Norma, Standar, Prosedur Pelaksana 1.550.000
dan Kriteria _
52 |Analis Kelembagaan Pelaksana 1.550.000
53 |Pengelola Gaji Pelaksana 1.550.000
54 Penyusun Program Anggaran dan Pelaksana 1.550.000
Pelaporan
55 |Pengadministrasi Umum Golongan III Pelaksana 1.550.000
56 |Pengadministrasi Umum Golongan Il Pelaksana 1.350.000
57 Pengelola Sarana Prasarana Rumah Delaksania 1.550.000
Tangga Dinas Gol 111
58 Pengelola.Sarana Prasarana Rumah Pelaksana 1.350.000
Tangga Dinas Gol I
=0 Fie:ngelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.550.000
Kantor _
60 |Analis Aset Daerah Pelaksana 1.550.000
61 |[Analis SDM Aparatur Pelaksana 1.550.000
62 Pengadministrasi Sarana dan Pelaliaria 1.350.000
Prasarana
63 |Pengelola Perjalanan Dinas Gol IIf Pelaksana 1.550.000
64 |Pengelola Perjalanan Dinas Gol I Pelaksana 1.350.000
65 |Pengemudi Pelaksana 1.350.000
66 |Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Fungsional 5.000.000
23 |SEKRETARIAT DPRD
P Pimpinan Tinggi
i PRD 10.000.000
1 |Sekretaris DPRD Sekretariat D A
2 |Kepala Bagian Bagian Administrasi 4.700.000
3 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.200,000
4 |Perisalah Legislarif Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
5 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
6 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
Perancang Peraturan Perundang- : : 57
. ub B F al 2.200.000
: Undangan Ahli Muda g aglan ungsian
8 |Pranata Humas Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.200.000
9 |Notulis Rapat Pelaksang 1.450.000
1q |Feomieun Babaa Informast & Pelaksana 1.450.000
Publikasi
11 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.450.000
12 Pengelolg Pengendalian Monitoring dan Pelaksana 1.450.000
Evaluasi Pembangunan
13 |Analis Perencanaan Anggaran Pelaksana 1.450.000
14 |Analis Penganggaran Pelaksana 1.450.000
15 |Pengelola Kepegawaian Pelaksana 1.450.000
16 |Pengelola Data Laporan & Pengaduan Pelaksana 1.450.000
17 |Penynsan Program Anggaran & Pelaksana 1.450.000
Pelaporan
Penyusun Rancangan Perundang-
18 il
‘Undangan Pelaksana 1.450.000
19 |Penvyusun Risalah Pelaksana 1.450.000
20 |Pengelola Persidangan Golongan II1 Pelaksana 1.450.000
21 |Pengelola Persidangan Golengan II Pelaksana 1.250.000
22 |Pengemudi Pelaksana 1.250.000
23 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.250.000
2-3 Fungsional Umum Pelaksana 1.250.000
25 |Ajudan Pelaksana 1.250.000
26 |Pegawai Golongan 1 Pelaksana 1.250.000
24 |KECAMATAN
1 |Camat Kecamatan Administrasi 6.000.000
2 |Sekretaris Kecamatan Kecamatan Administrasi 3.350.000
3 |Sekretaris Kecamatan Kec. Tampahan Kecamatan Administrasi 2,200.000
i- Lurah s Kecamatan Administrasi 2.200.000
3 |Kepala Seksi Kecamatan Adminisirasi 2.200.000
6 |Kepala Seksi di Kelurahan Kelurahan Administrasi 1.700.000
7 |Kepala Sub Bagian Kecamatan Administrasi 1.700.000




8 |[Sekretaris Kelurahan Kelurahan Administrasi 1.700.000
Anaglis Perencanaan Evaluasi dan Polalbssna, 1.450.000
Pelaporan

10 Analis Evaiuasi dan Pelaporan Pelaksans 1.450.000
Perencanaan

1] |Penyusun Program Anggaran dan Pelaksana 1.450.000
Pelaporan

12 Pengelola Bahan Demonstrasi dan Pelaksana 1.450.000
Pemilu _

13 |Pengelola Data dan Informasi Pelaksana 1.450.000

14 |Pengelola Kesejahteraan Sosial Pelaksana 1.450.000

15 |Pengelola Pemberdayaan Masyarakat Pelaksana 1.450.000

{g |Pengeinia Pembmasn dai Pelaksana 1,450.000
Pengembangan Perekonomian
Pengelola Pengendalian, Monitoring

17 |dan Evaluasi Pembangunan Golongan Pelaksana 1.450.000
i1
Pengelola Pengendalian, Monitoring

18 |dan Evaluasi Pembangunan Golongan Pelaksana 1.250.000
11

19 Pengelola Administrasi Pemerintahan Peliksana 1.450.000
Golongan 111

20 Pengelola Administrasi Pemerintahan Pelaksana 1.250.000
Golongan 11
Pengelola Sarana dan Prasarana

1 £ 1.450.000

2 Kantor Golongan 111 e rads

99 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.250.000
Kantor Golongan II

23 Pengelola Monitoring dax? Evaluasi T 1.450.000
Penyelenggaraaan Pemerintah Desa

24 Izelakaana Kesekratariatan Golongan Pelaksana 1.450.000

25 Ill-’elaksana Kesekratariatan Golongan Pelaksana 1.250.000

26 Pengadministrasi Kepegawaian Palaksania 1.450.000
Golongan III

oy |Pengadministrasi Kepegawaian Pelaksana 1.250.000
Golongan 11

28 |Pengadministrasi Umum Golongan III Pelaksana 1.450.000

29 |Pengadministrasi Umum Golongan II Pelaksana 1,250.000

30 | Pengadministrasi Surat Golongan 111 Pelaksana 1.450.000

31 | Pengadministrasi Surat Golongan II Pelaksana 1.250.000

30 Pengadministrasi Perencanaan dan Pelaksana 1.250.000
Program Golongan IT

33 |[Pengelola BMD Golongan IT1 Pelaksana 1.450.000

34 |Pengelola BMD Golongan I Pelaksana 1.250.000

35 |Fungsional Umum Golengan IIT Pelaksana 1.450.000

36 |Fungsional Umum Golongan II Pelaksana 1.250.000

37 [Sekretaris Desa Golongan 111 Pelaksana 1.450.000

38 |Sekretaris Desa Golongan 1/11 Pelaksana 1.250.000

25 |INSPEKTORAT DAERAH
1 |Inspektur Daerah Inspektorat Fimgmen ige 16.000.000
Pratama

2 |Sekretaris Inspektorat Administrasi 5.500.000

3 |inspektur Wilayah Inspektorat Administrasi 5.450.000

4 |Auditor Madya Fungsional 5.250.000

5 [PPUPD Madya Fungsional 5.250.000

6 |Auditor Muda Fungsional 4.200.000

7 |Auditor Penvelia Fungsional 3.800.000

8 |Auditor Pertama Fungsional 3.200.000

9 |Kepala Sub Bagia.n Sub Bagian Administrasi 3.800.000

10 Peregcana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 3.800.000

11 |Analis Kebijakan Muda Sub Bagian Fungsional 3.800.000

12 Pengelola Data Tindak Lanjut
T Pelaksana 1.800.000

13 Analis Tindak Lanjut Laporan Hasil ;
Pemerilcsazm Pelaksana 1.800.000

14 |Pengelola Data Temuan Pengawasan Pelaksana 1.800.000

15 |[Pengelola Kepegaweaian Pelaksana 1.800.000

16 Penvusun Program Anggaran dan :

Pelaporan Pelaksana 1.800.000

17 |Pengelola Pengawasan Pelaksana 1.800.000

18 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.600.000

19 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.600.000




26 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Badan Perencanaan
Pembangunan Pimpinan Tinggi -
15.000.000
1 |kepals Badan Penelitian dan Pratama 2
Pengembangan Daerah
Badan
Perencanaan
2 |Sekretaris Petabansunan Administrasi 5.200.000
Penelitian dan
Pengembangan
Daerah
3 |Kepala Bidang Bidang Admiistrasi 4.500.000
4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagien Admiistrasi 2.900.000
5 |Perencana Ahli Madya Fungsional 4.500.000
6 |Perencana Ahli Muda Fungsional 3.500.000
7 |Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 2.900.000
g |Peoyusun Penelitian dan Pelaksana 1.800.000
Pengembangan
9 |Analis Program Pembangunan Pelaksana 1.800.000
10 |Pengelola Data Statistik Pelaksana 1.800.000
11 [Analis Perencanasn Evaiuasl dan Pelaksana 1.800.000
Pelaporan
12 Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.800.000
Kantor
13 |Pengelola Penelitian Pelaksana 1.800.000
14 Penyusun Program Anggaran dan Pelaksatia 1.800.000
Pelaporan
15 |Perencana Ahli Pertama Fungsional 1.800.000
16 |Pengadministrasi Umum Gol IIT Pelaksana 1.800.000
Pengadministrasi Umum Gol 1I Pelaksana 1.600.000
17 |Pengadministrasi Keuangan Gol I1I Pelaksana 1.800.000
18 |Pengadministrasi Keuangan Gol 11 Pelaksana 1.600.000
27 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Badan Pengelolaan Pripinan Tingg
1 |Kepala Badan Keuangan Dan Aset I]:)’r 15.000.000
atama
Daerah
Badan Pengelolaan
2 |Sekretaris Keuangan Dan Administrasi 5.500.000
Aset Daerah
3 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 3.400.000
4 |Perencana Ahli Muda Sub Bagian Fungsional 3.400.000
5 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 5.000.000
6 |Kepala Sub Bidang Sub Bidang Administrasi 3.400.000
7 Analis Sistem Informasi Pelaksanaan Pelak 1.950.000
Angparan
8 Pengelola Pelaksanaan Program Dan Pelaksana 1.950.000
Anggaran
9 Alnahs Aphkas_l Dan Pengelolaan Pelalnitg 1.950.000
Sistem Data Keuangan
10 Pengolah Data Pengembangan Sistem —— 1.950.000
Perhendaharaan
11 |Pengolah Daftar Gaiji Pelaksana 1.950.000
12 |Pengolah Data Perbendaharaan Pelaksana 1.950.000
13 Pengelola Pemeliharaan Barang Milik - 1.950.000
Negara
Penyusun Rencana Hasil Telaahan
14 -
Usul Penghapusan Barang Pelaksana 1.950.000
15 |Pengelola Barang Milik Negara Pelaksana 1.950.000
Penyusun Program Anggaran dan =,
18 |osianaran Pelaksana 1.950.000
17 |Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.950.000
Pengelola Pemanfaatan barang Milik
18 =
Dasrah Pelaksana 1.850.000
19 |Analis Pengelolaan Kekayaan Daerah Pelaksana 1.950.000
20 |Penyuluh Pengembangan Aset Daerah Pelaksans 1.950.000
21 |Analis laporan Keuangan Pelaksana 1.950.000
22 |Analis laporan Keuangan Daerah Pelaksana 1.950.000
23 [Pengelola Akuntansi Pelaksana 1.950.000
24 Pengelola Sumber Pendapatan Asli
Daerah Pelaksana 1.950.000
25 |Pengelola Wajib Pajak/Retribusi Pelaksana 1.950.000
26 |Pengadministrasian Anggaran Pelaksana 1.950.000
27 |Pengelola PBB P2 dan BPHTB Pelaksana 1.600.000
28 Pengelola Pendaftaran, Pendataan
Pajak Dan Retribus Pelaksana 1.950.000
Analis Monitoring Dan Evaluasi
29 |Kebijakan Pajak Daerah Dan Retribusi Pelaksana 1.950.000
Daerah
30 [Pengelola Penagihan dan Pengawasan Pelaksana 1.950.000




Pengadministrasian Nota Perhitungan
< 1.950.000

81 Pajak/ Retribusi Daerah Pelakaens 0.0
3y |Analis Aplikaxi Dan Pengelalaan Pelaksana 1.950.000

Sistem Data Keuangan
33 |Pengelola Pelaporan Keuangan Daerah Pelaksana 1.950.000
34 |Analis Laporan Keuangan Daerah Pelaksana 1.950.000
35 |Penyusun Laporan Keuangan Pelaksana 1.950.000
16 Pengelola PelaPorlax_l dan Evaluasi Pelaksang 1.950.000

Pelaksanaan Kegiatan APBD

Analis Sistem Informasi ]
3 J ¢ .950.

7 AT Pelaksana 1.950.000
38 |Pengelola Gaji Pelaksana 1.950.000
39 |Pengadministrasi Pajak Pelaksana 1.600.000
40 F:engeiola Sarana dan Prasaeana PalalcaswE 1.950.000

Kantor
Pengadministrasi Nota Perhitungan =
41 Pe 1 i
Pajak/ Retribusi Daerah claksane 0000
Pelaksana Pengelola Laporan o
42 g . Y
Keusnsan Dagrah Pelaksana 1.950.000
28 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Badan Pengelolaan Pimpinan Tinggi =
15,000,000
1 |Kepala Badan Pendapatan Pratama =
2 |Sekretaris Badan Fengelolaan Administrasi 5.500.000
Pendapatan

3 [Kepala Bidang Bidang Administrasi 5.000.000

4 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 3.400.000

5 |Kepala Sub Bidang Sub Bidang Administrasi 3.400.000

6 |Kepala Seksi Seksi Administrasi 3.400.000

Pengadministrasi Nota Perhitungan
g 1.950.000
Pajak Dan Retribusi Daerah Felalesans 22040
8 |Pengelola Penagihan Dan Pengawasan Pelaksana 1.950.000
Pengelola Pendaftaran, Pendataan
9 [ e laksan 1.950.000
Pajak Dan Retribusi Fe *
10 |Pelaksana Pengadministrasi Keuangan Pelaksana 1.950.000
Analis Monitoring Dan Evaluast
11 |Kebijakan Pajak Daerah Dan Retribusi Pelaksana 1.950.000
Daerah
12 Analis Perencanaan, Evaluasi dan Polakaana 1.950.000
Pelaporan
13 Pengelola Sumber Pendapatan Asli Pelsitsatia 1.950.000
Daerah
14 Pengelola Perencanaan dan SFET 1.950.000
Pengembangan Pendapatan
15 |Pelaksana pada Sekretariat Pelaksana 1.950.000
16 |Pengelola PBB P2 dan BPHTE Pelaksana 1.600.000
17 |Pengolah Data Wajib Pajak Pelaksana 1.600.000
18 |Penpadministrasi Pajak Pelaksana 1.600.000
29 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Kepala Badan Kepegawaian dan Badan Kepegawaian Pimpinan Tinggi
! . dan Pengembangan 15.000.000
Pengembangan Sumber Daya Manusia . Pratama
Sumber Daya Manusia
Badan
Kepegawaian dan
2 |Sekretaris Pengembangan Administrasi 5.200.000
Sumber Daya
Manusia
3 _|Analis SDM Aparatur Ahli Madva Fungsional 4.500.000
4 |Auditor SDM Aparatur- Ahli Madya Fungsional 4.500.000
5 |Analis Kepegawaian Ahli Madva Fungsional 4.500.000
6 |Auditor Kepegawaian- Ahli Madva Fungsional 4.500.000
7 |Kepala Bidang Bidang Administrasi 4.500.000
8 |Kepala Sub Bagian Sub Bagian Administrasi 2.900.000
9 |Assesor SDM Aparatur Ahli Muda Sub Bidang Fungsional 2.900.000
10 |Analis SDM Aparatur Ahli Muda Sub Bidang Fungsional 2.900.000
11 |Analis Kepegawaian Ahli Muda Fungsional 2.900.000
12 |Analis SDM Aparatur Ahli Pertama Fungsional 2.700.000
13 |Analis Kepegawaian Ahli Pertama Fungsional 2.700.000
14 |Pengelola Data Pelaksana 1.800.000
15 |Analis Pengembangan Kompetensi Pelaksana 1.800.000
16 Analis Penegakan Intergritas dan 3
Disiplin SDM aparatur Pelaksana 1.800.000
17 Perancang Sistem Informasi
Kepegawaian Pelaksana 1.800.000
18 |Pengadministrasi Umum Pelaksana 1.600.000
19 |Penyusun Rencana Mutasi Pelaksana 1.800.000
20 |Penvusun Rencana Promosi Pelaksana 1.800.000




BUPATI TOBA,
cap/dto
POLTAK SITORUS

91 Penyusun Program Anggaran dan telalsana 1.800.000
Pelaporan

22 Fiengﬂn!a .&is:em Informasi Manajemen Pelikidna 1.800.000
Kepegawaian

23 |Pengadminsitrasi Tugas Belajar/ijin Pelaksana 1.800.000

24 |Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pelaksana 1.300.000

25 |Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai DPelaksana 1.800.000

26 |Pengelola Sarana dan Prasarana Pelaksana 1.800.000
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI TOBA

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN
2024

I. FORMAT PERMOHONAN PEMBAYARAN TPP

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Nomor P

Sifat

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal . Permohonan Pembayaran TPP

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Toba
di
Balige

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan permohonan pembayaran
TPP  untuk  Bulan  ...... Tahun = Anggaran 2024 sebesar Rp
.................... (...terbilang...) pada (...nama Perangkat Daerah/unit kerja...) dengan
perhitungan TPP terlampir.

Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini dilampirkan Surat Pernyataan
Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), rekapitulasi hasil penilaian disiplin
kerja/kehadiran dan nilai SKP pada (...nama Perangkat Daerah/unit kerja...)

Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP




II. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/ UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

(SPTJM)

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIP

Jabatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja/kehadiran, nilai SKP dan perhitungan TPP
PAAa . Kabupaten Toba Bulan .................. Tahun Anggaran
2024, telah dibuat dengan benar berdasarkan daftar hadir, laporan capaian sasaran
kinerja Pegawai ASN dan telah melalui persetujuan dari atasan langsung masing-
masing Pegawai ASN:

Keabsahan rekapitulasi hasil penilaian disiplin kerja/kehadiran, nilai SKP dan
perhitungan TPP menjadi tanggung jawab kami;

Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran TPP Pegawai ASN
dimaksud, kami bersedia menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Kepala Perangkat Daerah /unit kerja,

Nama
Pangkat
NIP

BUPATI TOBA,
Cap/dto

POLTAK SITORUS

~Selinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

/ }"f SETDAKAB TOR

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH

PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 19750804 200502 1 002




